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ABSTRAK

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KOTA METRO

Oleh:
SRI WAHY UNI

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang pasti dalam
memberikan kontribus dana kepada negara yang merupakan cerminan dari
kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh
perundang-undangan. Tuntutan akan penerimaan pagak, perbaikan administrasi
perpajakan dan penentuan tarif pgjak yang tepat guna meningkatkan penerimaan
negaral daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistenss Pgjak Bumi dan
Bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah setelah dilimpahkan
wewenang pemungutan di Kota Metro yaitu PBB P2. Manfaat yang diperoleh
yaitu untuk menambah khazanah keilmuan mengenai pajak khususnya mengenai
Pgjak Bumi dan Bangunan ditinjau dari Ekonomi Islam dan sebagai kontribusi
serta menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan untuk selalu
mempertimbangkan kesgjahteraan rakyat setiap kali mengambil keputusan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan
kepada kasubag umum kepegawaian, kabid penetapan dan penagihan, kasubid
pendataan dan penilaian dan 3 wajib paak. Dokumentasi digunakan untuk
mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, dan analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir induktif.

Berdasarkan hasil pendlitian, dapat dilihat bahwa dengan adanya
peralihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan dari Pusat ke
Kabupaten/ Kota yaitu PBB P2, di Kota Metro dalam penetapan tarif 0,1 % untuk
di bawah 1 milyar sudah sesua dengan tujuan peralihan pgak. namun dalam
penetapan tarif sebesar 0,15% untuk diatas atau sama dengan 1 milyar mash
belum tepat bila dilihat dari pinsip keadilan dan keseimbanan dalam Ekonomi
Isam karena dengan penetapan tarif ini dapat menimbulkan penurunan
penerimaan secara signifikan. Seharusnya dengan adanya peralihan ini
penerimaan menjadi 100% bagi kabupaten/kota
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pemasukan Negara terbesar dibandingkan sektor
lainya. Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh para wajib
pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak
mendapatkan prestass kembali berguna untuk pembiayaan berbagai
pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan
pemerintahan. Begitu juga dengan ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpgjakan diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009. Jadi setiap
pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang.*

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, “iuran rakyak kepada
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.? Senada dengan
Rochmat Soemitro, waluyo mendefinisikan pajak sebagal berikut:

“Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksa yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,

dengan tidak mendapat prestass kembali, yang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayaai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan.”?

h. 3.

! Mardiasmo, Perpajakan edisi terbaru 2016, ( Yogyakarta: Andi, 2016), h. 3.
%1bid.,
3 Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi), ( Y ogyakarta: Andi, 2009),



Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pajak merupakan
suatau kewajiban yang memiliki sifat memaksa, fungsinya untuk memenubhi
keuangan negara dan belanja negara dengan tidak ada timbal balik secara
langsung yang dirasakan masyarakat. Pengenaan pgjak di Indonesia dapat
dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah.

Pajak Negara yang sampa saat ini masih berlaku adalah: Pagjak
Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pgak Penjualan Atas
Barang Mewah (PPN dan PPN BM), Bea Materai, Pgjak Bumi dan
Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tansh Dan Bangunan (BPHTB).*
Sedangkan untuk Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: Pagjak
Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan, Pajak Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pgjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, pajak air permukaan,
dan paak rokok. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pgjak Hotel, pgak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak
mineral bukan logam dan buatan, pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Sarang
Burung walet, Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.®

Banyaknya macam pgjak di Indonesia, yang di kelompokan menjadi
dua jenis yaitu pgak negara dan pgak daerah. Oleh karena itu, peneliti
mengacu  pembahasan tentang Pajak Negara yaitu Pgjak Bumi dan
Bangunan, namun setelah terjadi perubahan pemungutan PBB perdesaan

dan perkotaan diserahkan kepada pemeritah kabupaten/kota maka

* Mardiasmo, Perpajakan edisi terbaru 2016., h.13
®ibid., h. 15



pembahasan lebih mengerucut lagi kepada pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pgjak yang dikenakan atas
bumi dan bangunan. Objek dari PBB ini adalah bumi dan bangunan,
sedangkan subjek yang membayar PBB ini adalah siapa sgja yang memiliki
maupun memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.® Sistem tarif yang
digunakan dalam PBB adalah tarif Proporsional sebesar 0,5%.” Yang
dimaksud dengan tarif ini adalah yang merupakan persentasi yang tetap
(tidak berubah), untuk setiap dasar pengenaan jumlah pajak. PBB berlaku
pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak
Bumi dan Bangunan No. 12 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU
PBB No. 12 Tahun 1994.°

Segjak belakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15
September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang
untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan
di serahkan ke Pemerintah Kabupaten atau Kota. Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) adalah pagak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kawasan yang dikecualikan

® Anastasia Diana, Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikas Dan Penuntun Praktis,
(Yogyakarta: Andi, 2009), h. 713.

’ Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan, Panduan Praktis Perpajakan,
(Yogyakarta: Andi, 2009), h. 5.

& Mugodim, Perpajakan Buku Satu, (Yogyakarta: Ull Press, 1999), h. 5.



masih dipungut oleh pemerintah pusat.” Objek PBB Perdesaan dan
Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
dikecualikan. Sedangkan subjek PBB perdesaan dan perkotaan adalah orang
pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif PBB Perdesaan dan
Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol komatiga persen ) dari
nila jual objek pagak (NJOP). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan
ditetapkan dengan peraturan daerah.™®

Sedangkan dalam Ekonomi Islam pajak disebut dalam istilah bahasa
Arab, yaitu dengan nama Adh-Dharibah, yang artinya beban. Disebut beban
karena merupakan kewagjiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga
dalam pelaksanaanya akan diserahkan sebaga sebuah beban. Secara bahasa
maupun tradisi, dharibah dalam penggunaanya memang memiliki banyak
arti, namun para ulama memaka dharibah untuk menyebut harta yang
dipungut sebagai kewagjiban dan menjadi sumber pendapatan negara untuk
sdlain jizyah dan kharaj.'' Sedangkan kharaj adalah berbeda dengan
dharibah, karena kharaj adalah pajak yang objeknya adaah tanah (taklukan)
dan subjeknya adalah non-muslim. Sementar, jizyah obyeknya adalah jiwa

(an-nafs) dan subyeknya adalah juga non-muslim.

® 1hid.,
9bid., h. 407.
1 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 28.



Sumber pendapatan Negara menurut Islam dapat diklasifikasikan sebagai

berikut:

Tabel 0.1 Sumber Utama Pendapatan Negara Menurut Sistem Ekonomi Islam

No | Nama Jenis Subyek | Obyek Tarif Tujuan
pendapatan | pendapatan penggunaan
1 | Ghanimah | Tidak resmi | Non Harta Tertentu | 5 kelompok
(khumus) muslim
2 | Zakat Tidak resmi | Muslim | Harta tertentu | 8 kelompok
3 | Ushr Tidak resmi | Muslim | Hasll Tetap 8 kelompok
shadagah pertanian
dagang
4 | Jizyah Resmi Non Jwa tidak Umum
muslim tetap
5 | Kharg Resmi Non Hasll tidak Umum
muslim | tanah tetap
6 | Beacukai | Resmi Non Barang | tidak Umum
muslim | dagang | tetap
7 | Wagaf Tidak resmi | Mudlim | Harta tidak Umum
tetap
8 | Pgak lan | Resmi Muslim | Harta tidak Umum
(dharibah) tetap

Sumber: Gusfahmi

Selain pendapatan primer seperti diatas, negara juga memperoleh
pendapatan sekunder, baitul mal memperoleh pendapatan dari denda-denda
(kaffarat), ghulul, wagaf, hibah, hadiah, dan sebagainya yang diterima
secaratidak tetap. 2

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, prosentasenya
mencapal 88% bahkan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan
harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi
yang sudah memenuhi syarat. Disisi lain, sebagai warga Negara Indonesia,
umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi

syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewagjibkan. Oleh karena

2 |bid,. h. 117.



itu, pgak memang merupakan kewagjiban warga Negara dalam sebuah
Negara, tetapi Negara berkewagjiban pula memenuhi dua kondis (syarat)
menurut para Ulama:

a. Penerimaan hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan
dibelanjakan secara jujur dan efesien untuk merealisasikan
tujuan-tujuan pajak.

b. Pgjak harus mendistribusikan baban pajak secara merata diantara
mereka yang wajib membayarnya.*®

Asas perpgjakan yang utama adalah atas asas keadilan yang merupakan
maksim yang pertama dari the four maximrnya Adam Smith, yaitu
Equality.** Begitupun dalam sistem ekonomi Islam sistem perpajakan harus
seirama dengan spirit Islam yaitu keadilan. Menurut beberapa tokoh
ekonomi muslim.

Sistem perpgjakan disebut adil bila memenuhi tiga kriteria, antara

lain: pertama, pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang

benar-benar dianggap perlu dan untuk mewujudkan kepentingan
magashid: kedua, beban pagak tidak boleh terldu memberatkan
dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya dan
beban tersebut harus didistribusikan secara adil di antara semua
orang yang mampu membayar: ketiga, dana pajak yang terkumpul
dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pgak

diwgjibkan. Sistem pajak yang tidak memenuhi kriteria-kriteria
tersebut dianggap sebagai penindasan pemerintah terhadap rakyat.*

¥ Umar Chapra Isam And The Economic Challenge (Herndon: liit, 1995).
Diterjemahkan Oleh Ikhwan Abidin Basri, ISam Dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani
Pers, 2000), H. 299.

% Wirawan B. llyas Dan Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Selemba Empat,
2002), h. 12.

M. Umar Chapra, Ibid., h. 295.



Semua bentuk pungutan dari negara ataupun daerah diharuskan
memiliki prinsip keadilan dalam pelaksanaanya seperti halnya prisip dalam
Ekonomi Islam.

Berdasarkan data prasurvey yang diperoleh peneliti, pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan, dalam peraturan daerah Kota Metro No.
02 tahun 2012 sebagaimana diubah dengan peraturan daerah No. 12 tahun
2016 tentang pajak daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk digunakan dalam
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan
berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribus daerah dan sebagai implementasi pelaksanaanya perlu diatur
tersendiri dengan peraturan daerah. Jenis pgjak daerah yang ada di Kota
Metro dilihat dalam peraturan daerah tentang pajak daerah pada pasal 2
yaitu jenis pgak daerah dalam peraturan daerah terdiri atas. Pajak hotel,
Pajak restoran, Pajak hiburan, Pgjak reklame, Pgjak penerangan jalan, Pajak
parkiran, Pajak sarang burung walet, dan Paak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan.

Peraturan daerah Kota Metro No. 02 tahun 2012 pasal 1 nomor 23
tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, menjelaskan
bahwa PBB PP adalah pgjak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan. Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012



bagian kedua tentang nilai jua tidak kena pajak, dasar pengenaan pajak,
besaran tarif, dan cara perhutungan tarif pasal 48 sampa pasal 50
ditegaskan bahwa besaran nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan
sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
Dengan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
adalah NJOP. Di Kota Metro tarif pgjak yang dikenakan pajak bumi dan
bangunan perkotaan ditetapkan bila lebih dari Rp 1.000.000.000 ditetapkan
tarif sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen), dan bila NJOP dibawah
Rp 1.000.000.000 ditetapkan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen).*®
Merujuk pada uraian diatas, Pgjak Bumi dan Bangunan Pedesaan
Perkotaan (PBB-P2) yang selama ini menjadi pajak pusat diserahkan
pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dan menjadi Pajak Kabupaten
atau Kota. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 antara lain dimaksudkan untuk
memperkuat Pendapatan Adli  Daerah (PAD) dan untuk lebih
mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 karena Pemerintah Daerah dianggap
lebih memahami kondisi objek pajak dan subjek pajak di wilayahnya.
sebelum adanya pengalihan pemungutan, kabupaten atau kota hanya
mendapatkan penerimaan 64% PBB dari pusat. Namun setelah dialihkan
penerimaan PBB-P2 100% masuk ke kas pemerintah kabupaten atau kota
sehingga diharapkan Pemerintah Daerah memanfaatkannya dengan optimal

agar mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

¢ peraturan Daerah K ota Metro Nomor 02 Tahun 2012, Tentang Pajak Daerah, (metro:
Dispenda kota metro, 2012), h.15.



Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
di Kota Metro dalam menjalankan peraturan daerah berdasarkan prinsip
Ekonomi Islam. dengan adanya pengalihan dalam pemungutan PBB P2
Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dengan mengoptimalkan pajak
agar mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Oleh karenaitu,
sudah obtimalkah pelaksanaan PBB P2 yang ada di Kota Metro, dengan
peraturan yang baru dan sudahkah seperti pgjak dalam Ekonomi Islam,
penerapan peraturan dan pelaksanaanya haruslah dengan asas keadilan dan
keseimbangan yaitu dari beban pajak tersebut harus didistribusikan secara
adil diantara semua orang yang mampu membayar. Dari data tersebut maka
peneliti akan memfokuskan pada sistem pelaksanaan pajak khususnya Pajak
Bumi dan Bangunan di Kota Metro apakah sudah sesuia dengan konsep
Ekonomi Islam.

Dari latar belakang diatas peneliti mengambil judul penelitian
“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TEHADAP PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KOTA METRO”.

B. Pertanyaan Pendlitian
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas
maka pendliti tengahkan pertanyaan penelitian sebagal gambaran dari
permasal ahan yang akan peneliti analisa, pertanyaan tersebut adalah :
Bagaimana Pgjak Bumi dan Bangunan Kota Metro Ditinjau dalam Ekonomi

Islam?



C.

D.

10

Tujuan dan Manfaat Penélitian

Sesual dengan permasalahan diatas, tujuan peneliti adalah: untuk
mengetahui pajak bumi dan bangunan Kota Metro ditinjau dalam ekonomi
Islam. dan Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebgai berikut:

a. Secara Teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk memberi
kontribus serta menjadi bahan masukan bagi para pengambil
kebijakan untuk selalu mempertimbangkan kesejahteraan rakyat setiap
kali mengambil keputusan.

b. Secara praktis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah
khazanah keilmuan mengenai pajak khususnya mengenai pajak bumi
dan bangunan ditinjau dari Ekonomi Islam.

Penelitian Relevans (Prior Research)

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian
terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikgji. Peneliti
mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan
dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap
hasil kgian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat
ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.'’

Berkaitan dengan penelitian relevan, maka dapat dikembangkan
penelitian yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti melihat
dan melakukan peninjauan pustaka sehingga mendapat judul yang

mengangkat “Pajak Dan Zakat Dalam Persepektif Pemikiran Yusuf Al-

Y7 Zuhairi, et.al, Pedoman Karya limiyah, Edis Revisi, ( Jakarta: 2016, Rajawali Pers),

h. 39.
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Qaradawi” yang diteliti oleh Sugiyanto Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Angkatan 2014. Dalam skripsi tersebut
Sugiyanto fokus penelitianya adalah tentang menelaah pendapat Y ususf Al-
Qaradawi manjadikan pajak wajib bagi umat Islam berdasarkan analisis-
analisis yang dialakukan dengan menggunakan metode Istinbat hukum.*®

Penelitian  lain  berjudul “Efektifitas Pajak Online Dalam
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak” diteliti oleh, Umi Munawaroh
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah, tahun angkatan
2016.'° Dalam skripsi ini memaparkan bahwa” kewajiban membayar pajak
bagi pelaku online untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak ”.

Penelitian ini menelaah pendapatan yang berbeda dengan dua
penelitian sebelumnya. Jika penelitian yang sebelumnya menelaah tentang
kewgjiban membayar pajak bagi umat muslim dan sebagai warga negara
Sedangkan dalam penelitian ini penulis menelaah tentang pajak bumi dan
bangunan di Kota Metro menurut tinjauan ekonomi Islam dari peraturan yang

digunakanya.

18 Qugiyanto, Pajak Dan Zakat Dalam Persepektif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi,
Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Prodi Al-Hwal Al-Syakhsiyyah, Anggakatan 2014.

¥ Umi Munawaroh, Efektifitas Pajak Online Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib
Pajak, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah, Anggatan 2016
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LANDASAN TEORI

A. Pajak Bumi Dan Bangunan
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pembahasan mengenal pengertian pgjak, maka banyak para ahli
yang memberikan batasan mengenai pengertian pajak, seperti para ahli
diberikut: Definisi pgjak menurut Soeparman Soemahamidjgja adalah
iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produks barang-
barang dan jasajasa kolektif dalan mencapai kesejahteraan umum.!
Sgidan dengan pemikiran Soeparman Soemahamidjga, Andriani
mendefinikan pajak sebagai berikut:
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturanya, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.?
Dari definis diatas, dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur-unsur
sebagai berikut:
a. luranrakyat kepada negara.
Y ang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa
uang (bukan barang).
b. Berdasarkan undang-undang.

Pgak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pel aksanaanya.

! Santoso Brotodihardjo, Pengantar [lmu Hukum Pajak, ( Bandung: Refika Aditama,
2003), h. 5.

2 Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi), h. 3.
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c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pagak tidak dapat
ditunjukan adanya krontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pegeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat |uas. ®

Jadi Pgjak merupakan harta yang dipungut dari rakyat untuk
keperluan pengaturan negara (fungsi pajak sebagai regulerend) dan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi paak sebgai
budgetair) baik untuk belanja rutin maupun pembangunan infrastuktur.
Dengan membayar pajak rakyat tidak mendapatkan prestasi secara
langsung (kontraprestasi), namun rakyat akan menikmati hasil dari
pembayaran pajak tersebut melalui fasilitas-fasilitas umum yang dibuat
oleh pemerintah baik itu sekola, rumah sakit, jalan raya, jembatan dan lain
sebagainya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas
bumi dan bangunan. Dalam pasal 1 UUD Pgjak Bumi dan Bangunan,
tertetulis dalam angka 1 UUD No. 12 Tahun 1985, yang dimaksud Bumi
adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada
dibawahnya. permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman
sertalaut wilayah indonesia* Sedangkan yang dimaksud bangunan adalah
kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan
atau perairan, ° yang diperuntukan sebagai tempat tinggal, atau tempat

berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan.

3 Mardiasmo, Perpajakan edisi refisi 2009, (yogyakarta: andi, 2009), h.1

* Marihot Pahala Siahaan, Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia Teori Dan Praktik,
(Yogyakarta: Graha llmu, 2009), h. 85.

®1bid., h. 90.
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Segjak berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tanggal 15
september 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wewenang
untuk memungut pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan
perkotaan di serahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan
pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanke pada
pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan palig lambat 1
Januari 2014.° PBB perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegitan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk
sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu
lainya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

2. Kriteria Pajak
a. Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pagjak tidak menimbulkan hambatan atau
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam

Perundang-Undangan diantaranya menggunakan pajak secara

umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

® Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016., h. 406.
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masing. Syarat pemungutan pajak pada umumnya adalah mengabdi
kepada keadilan. baik keadilan dalam prinsip mengenai perundang-
undangannya maupun dalam praktek sehari—hari. Keadilan adalah
relatif, maksudnya bisa sgja yang dahulu dianggap adil namun
sekarang tidak demikian ataupun sebaliknya. Jadi keadilan itu bisa
tergantung dari pertimbangan subyektif, keadaan, waktu, dan
tempat.

2) Pemungutan paak harus berdasarkan undang-undang (syarat
yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UU 1945 pasal 23 ayat 2.
Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan,
baik bagi negara maupun bagi warganya,’ Keadilan tersebut
mencakup sisi aturanya diamana pajak harus dipungut sesual
dengan kekuatan membayar (Daya Pikul).

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). menurut
rahmat soemitra, Syarat ekonomis yaitu dimana paak harus
dibayar dari penghasilan rakyat (Volkeinkomen) dan tidak boleh
mengurangi kekayaan rakyat. Pagjak tidak boleh menghaang-
halangi kelancaran perdagangan dan perindustrian. ®

4) Pemungutan pgjak harus efesien (syarat finansial). Sesuai fungsi
bugetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga

lebih rendah dari hasil pemungutanya.

" Mugodim, Perpajakan Buku Satu., H.17.
8 Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak., h.49
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5) Sistem pemungutan pagjak harus sederhana. Sistem pemungutan
yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat
dalam memenuhi kewajiban perpajaknya.

Contoh:

a) Bea matera disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2
macam tarif.

b) Tarif PPN yang seragam disederhakan menjadi hanya satu
tarif, yaitu 10%.

c) Pgak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk
perseorangan disederhanakan menjadi paak penghasilan
(PPH) yang berlaku bagi badan hukum maupun perseorangan.®

b. Pgak Negara Dan Pgak Daerah
1) Pajak Negarayang sampai saat ini masih berlaku adalah:
a) Pagjak penghasilkan (PPH)
b) Pajak perambahan nilai dan pjak penjualan atas barang mewah
(PPN dan PPn BM)
c) Beamaterai
d) Pgjak bumi dan bangunan (PBB)
) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
2) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian:
a) Pajak Propinsi, antara lain pajak kendaraan bermotor dan pajak
pengambilan air bawah tanah dan air permukaan, dan lain-lain.
b) Paak Kebupaten atau Kota, antara lain paak hotel, pagak
restoran, pajak hiburan, pgak reklame, pgak parkir, pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan lain-lain.
c. Fungs Pgak
Adaduafungs pajak, yaitu:
1) Fungs bugetair/ fungs finansial (menerima)

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara

sebagal sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

® Mugodim, Perpajakan Buku Satu., h. 2.
' Ibid., h. 6.
" 5 Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, h. 15.
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negara. contoh: dimasukanya pajak dalam APBN sebagai
penerimaan dalam negeri.*?
2) Fungs regulerend/ fungsi mengatur
Yaitu pgak digunakan sebagai aat untuk mengatur masyarakat
baik di bidang ekonomi, sosiad maupun politik dengan tujuan
tertentu. Contoh:
a) Pagak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.
b) Pagak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah
untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
c) Tarif pgak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor
produk Indonesia di pasar dunia. *®
d. Asas Pemungutan Pgjak
Dalam buku An Inguiry Into The Nature And Causes Of Tehe
Wealth Of Nations yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18
mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan
four canoun atau the four maxims yaitu equality, certainty,
convenience of payment, economic of collection.
1) Equality
Pembebanan pajak kepada subjek paak hendaknya seimbang
dengan kemampuanya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang
dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal ini

tidak boleh sesuatu Negara mengadakan diskriminas diantara

sesama wajib pajak.* Pajak juga harus bersifat adil dan merata,

12 Wirawan B.llyas dan Waluyo, Perpajakan |ndonesia Buku Satu., h. 8.
3 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016., h. 4.
4 Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak., h. 15.
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yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan
kemampuan membayar pajak atau liability to pay dan sesuai
dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap
wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah
sebanding dengan kepentinganya dan manfaat yang diminta.™®

2) Certainty
Pajak yang dibayar oleh wajib pagak harus jelas dan tidak
mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian
hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek
pajak, tarif pajak, dan ketentuan menganai pembayaranya.'® Semua
penentuan pajak itu tidak di tentukan sewang-wenang.

3) Convenience of payment
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib
paak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya
penghasilan keuntungan yang dikenakan pajak.*’

4) Economic of collection
Pemungutan pagak hendaknya dilakukan sehemat (Seefesien)
mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari
penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan
pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan

pajak yang akan diperoleh. 18

> Wirawan B. llyas dan Waluyo, Perpajakan Indonesia., h.12.
18 5ri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak., ibid.

Y Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016., ibid.

'8 5ri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak., h. 48.
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e. Sistem Pemungutan Pgjak

Sistem pemungutan pajak ada beberapa macam antaralain:

1)

2)

3)

Official assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pagak yang

terutang oleh wajib pgjak. Ciri-cirinya:

a Wewenang untuk menentukan besarnya paak terutang ada
pada fiskus.

b) Wagjib pajak bersifat pasif.

c) Utang pgak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus.

Salf assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan paak yang memberikan

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan/ dihitung sendiri

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

a Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
padawajib pajak sendiri.

b) Wagjib pgak aktif, mula dari menghitung, menyetor, dan
mel aporkan sendiri pgjak yang terutang.

c) Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi. *°

With holding system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan waib pgak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pagak yang terutang

oleh wajib paak. Ciri-cirinya. wewenang menetikan besarnya

¥ Mardiasmo, Perpajakan edisi revisi 2009., h. 7-8.
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pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan
wajib pajak.
3. Subjek dan Objek Pajak
a Subjek Pgjak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata
mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat bangunan
(Pasal 4 Ayat 1 UU PBB). Jika subjek pajak dalam waktu yang lama
berada di luar wilayah letak objek paak sedangkan perawatanya
dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan tersebut
dapat ditunjuk sebagai wajib pajak oleh Direktur Jendral pajak. Namun
penunjukan tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan. Subjek pajak
yang ditetapkan dapat memberikan keterangan secar tertulis kepada
Direktur Jendral pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak
yang dimaksud. Apabila keterangan yang telah dgjukan oleh wajib
pajak disetujui, maka Derektur Jendral pajak membatalkan penempatan
sebagal wajib pgjak dalam jangka waktu satu bulan sgjak diterimanya
surat keterangan yang dimaksud.? Subjek PBB perdesaan dan
perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memeperoleh manfaat

atas bangunan.

% Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, ( Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 9.

2 Waluyo, Perpajakn Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-
Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru, (Jakrta: Selemba Empat,
2004), h. 474.
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b. Objek Pgjak PBB

1) Objek pajak yang dikenakan PBB

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1985

Ayat (1), yang menjadi Objek Pgak Bumi dan Bangunan adalah
bumi dan atau bangunan. Penggunaan kata dan atau disini
dimaksudkan bahwa ada Tiga kemungkinan Objek Pgjak, yaitu
Bumi (sga), Bangunan (sgja), serta Bumi dan Bangunan. Objek
pajak berupa bumi mudah ditemui seperti, misalnya tanah kosong,
sawah, ladang, kebun dan objek paak sgenisnya. Objek pajak
berupa bumi dan bangunan lebih mudah di temui, misalnya rumah
yang berdiri di atas tanah, bangunan gedung yang berdiri diatas
tanahnya®* Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan
faktor-faktor sebagai berikut: letak, peruntukan, pemanfaatan,
kondis ligkungan dan lain-lain. Sedangkan dalam menentukan
klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1) Bahan yang digunakan

2) Rekayasa

3) Letak
4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.®

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

a. Jaan lingkunagn yang terletak dalam satu komplek bangunan
seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya, dan lain-lain yang
merupakan satu  kesatuan dengan kompleks bangunan
tersebut.

b. Jalantol

c. Kolam renang

h. 83.

2 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia Teori Dan Praktik.,

% Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016., h. 383.
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Pagar mewah

Tempat olah raga

Galangan kapal, dermaga

Taman mewah

Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa
miyak

. Menara

. Fasilitas lain yang meberikan manfaat. %

S@ oo

—

2) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB
Dalam pengenaan PBB, tidak semua Bumi dan Bangunan
dikenakan Pagak. Pasa 3 Ayat 1 UU PBB mengatur tentang
pengecualian pengenaan PBB atas Bumi dan Bangunan tertentu.
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang:

a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum
dibidang Ibadah, Sosiad, Kesehatan, Pendidikan, Dan
Kebudayaaan Nasiona, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan.

b) Digunakan untuk Kuburan, Peninggalan Purbakala, atau
Sejenis dengan itu.

¢) Merupakan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata,
Taman Nasional, Tanah Penggembalaan yang dikuasai oleh
Desa, dan Negara yang belum dibebani suatu hak.

d) Digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Konsultan
Berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

€) Digunakan oleh Badan atau Perwakilan Organisas
Internasional yang ditentukan oleh Menteri K euangan.

Tambahan yang tidak dikenakan pajak untuk PBB Perdesaan dan
Perkotaan yaitu: Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk

menyelenggarakan pemerintahan.?

2 Anastasia Diana Dan Lilis Setiawati, Perpajakan Di Indonesia Konsep, Aplikasi Dan
Penentuan Praktis., h. 711.

% Marihot Pahala Siahaan, Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia Teori Dan Praktik.,
h. 92.

% peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012, Tentang Pajak Daerah, pasal
45 No. 4.
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4. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
Dasar Hukum Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-
Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).*’
Namun demikian dalam perkembanganya PBB sektor perdesaan dan
perkotaan menjadi pajak daerah diatur dalam undang-undang No. 28 tahun
2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) pasal 77 sampai
dengan pasal 84 mulai tahun 2010.%2
5. Tarif Pajak
Tarif Pgak adaah tarif yang digunakan untuk menghitung
besarnya pagjak yang terutang (pajak yang harus dibayar). Penetapan tarif
pagak ini harus didasarkan pada keadilan dan dapat menciptakan
keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.
Besar tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.?®
Adaempat macam tarif pagjak:
a. Tarif sebanding/ proporsional
Tarif sebanding/ proporsional ini berupa persentase yang tetap
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pagak sehingga besarnya
pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai
pajak.* Beberapa pajak yang menggunakan tarif pajak proporsional

menurut UU No. 36 Tahun 2000 Pasal 26 adalah: tarif 10% dalam

% Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016., h. 381.

% Hal Hill, Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966; Sebuah Sudi Kritis Dan
Komprehensif, (Y ogyakarta: Tiara Wacana Y ogya, 1996), H. 74-75.

% Sonny Agustinus Dan Isnianto Kurniawan, Panduan Praktis Perpajakan, h. 5.

% Mardiasmo, Perpajakan Edisii Revisi 2009., h. 9-10.
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paak pertambahan nilai, tarif 0,5% dalam pajak bumi dan bangunan,
tarif 20% dalam pajak penghasilan, dan 5% dalam BPHTB.*
b. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pagjak yang terutang tetap.
Contoh: tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro sebesar Rp. 1.000,-
c. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.® tarif ini penggunaanya terutama
ditnjukan kepada pajak-pgjak subjektif yang memperhatikan gaya
pikul wajib pajak.®
Contoh: Pajak 17 Undang-Undang pajak penghasilan.
d. Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil jika jumlah yang
dikenai pajak semakin besar. Di Indonesia, tarif ini tidak digunakan.®*
Pasal 5 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan
bahwa tarif pgak yang dikenakan atas objek pajak adalah tarif Tunggal
yaitu sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).* PBB hanya megena satu
macam tarif pgak, lebih sederhana dibandingkan dengan berbagai macam

tarif pajak yang berlaku pada Undang-Undang di bidang pajak bumi (dan

% Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan., h. 124.

¥ Mardiasmo, Perpajakan, 2009., h. 9.

3 Santoso Brotodihardjo, Pengantar |lmu Hukum Pajak., h. 183.
# Mardiasmo, Perpajakan Revisi 2009., h. 9.

* bid., h. 270.
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bangunan) yang lama. besarnya tarif adalah 0,5% dari NJKP.*® Sedangkan

menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 80 ayat (1) dan ayat (2),

besarnya tarif PBB perdesaan dan perkotaan paling tinggi 0,3% dan

ditetapkan dengan peraturan daerah. *’

Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan PBB

Dasar pengenaan pajak dalah nila jual objek paak (NJOP). Dalam
asal 1 ayat 3 UU PBB No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah
dengan UU PBB No0.12 tahun 1994, NJOP adalah harga rata-ratayg
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara waar, dan bilamana
tidak terdapat transaks jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sgjenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.®

Penetapan NJOP dilakukan dengan 3 carayaitu:

a. Perbandingan dengan objek lain yang sgjenis, adalah suatu pendekatan/
metode penentuan nila jual suatu objek paak dengan cara
membandingkanya dengan objek lain yang segjenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harganya

b. Nilai perolehan baru, adaah suatu pendeatan/metode penentuan nilai
jua suatuu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian
dialkukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik
objek tersebut

c. Nila jual pengganti, adalah adalah suatu pendeatan/metode penentuan

nila jual suatuu objek paak yang berdasarkan pada hasil produksi
objek pajak tersebut.*

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan

setigp 3 tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan

®ipid., h. 271.

¥ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016., h. 408.
# Waluyo, Perpajakan Indonesia., h. 476.

% Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016., h. 382.
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pembangunanya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP
dapat ditetapkan 1 atahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakuakn oleh
kepala daerah. Besarnya Nilai Jual Objek Pagjak Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP) ditetakan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-
masing pemerintah kabupaten/ kota dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Dasar perhitungan pajak:

a. Dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak (NJKP) yang
ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari
NJOP.

b. Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah
No. 46 Tahun 2000 Tanggal 26 Juni 2000 yang berlaku mulai tahun
2001 adalah:

1. Sebesar 40% dari NJOP
a) Objek pajak perkebunan
b) Objek kehutanan
c) Objek paak lainya, apabila NJOP Rp 1.000.000.000 (satu
miliar repuah) atau lebih, sebagai contoh: perumahan..
2. Sebasar 20% dari NJOP
a) Objek pajak pertambangan
b) Objek paak lainya, apabila NJOP kurang dari Rp
1.000.000.000 (satu miliar rupiah).*

1) Caramenghitung pajak bumi dan bangunan terutang:

PBB terutang= Tarif x NJKP x (NJOP - NJOPTKP)

Contoh perhitungan PBB:
Tuan Nugroho mempunyai objek pajak berupa:

a Tanah seluas 1000 m? dengan hargajua Rp 400.000,-per m?
b. Bangunan seluas 400 m? dengan nilai jual Rp 350.000,-per m?
c. Tanah mewah seluas 200 m? dengan nilai jual Rp 100.000,-per

m2

h. 256.

“0 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia Teori Dan Praktik.,
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d. Pagar mewah sepanjang 150 m dengan tinggi rata-rata pagar
1,5 m dengan nilai jual Rp 200.000,-per m?
Perhitungan nilai jual kena pajak:

a. Tanah 1.000 x Rp 400.000,- =Rp 400.000.000,-

b. Bangunan 400 x Rp 350.000,- =Rp 140.000.000,-

c. Taman mewah 200 x Rp 100.000,- =Rp 20.000.000,-
d. Pagar mewah 150 x 1,5 x Rp 200.000,- =Rp  45.000.000,- +
NJOP sebagai dasar pengenaan paak =Rp 605.000.000,-
Nilai jual objek pajak tidak kena pajak =Rp (.80.000.000,-)
NJOP untuk perhitungan pajak =Rp 597.000.000,-

PBB terutang= 0,5% X (20% x Rp 597.000.000,-) =Rp 597.000,- *

2) Cara menghitung PBB Perdesaan dan Perkotaan menggunakan

Rumus: PBB PP =tarif x (NJOP - NJOPTKP)

Contoh: SPPT PBB Perkotaan di Kota Metro.

Wajib pajak A mempunyai tanah seluas 608 m? dengan NJOP per

m? senilai Rp. 103.000, bangunan seluas 54 m? dan NJOP/m? rp.

162.000 maka besarnya pajak yang terhutang adal ah:

Bumi =608 x 103.000 =62.624.000

Bangunan =54 x 162.000 = 8.748.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 71.372.000

NJOPTKP = (10.000.000)

NJOP untuk perhitungan PBB = 61.372.000

PBB terhutang = 0,1% x 61.372.00 = 61.372%

“bid., h. 272-275.
“2 Data Milik Bapak Suharto, Wajib Pajak Kota Metro.
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B. Pajak Dalam Pandangan Ekonomi | slam
1. Pengertian Pajak dalam ekonomi islam
a. Pajak (dharibah)

Secara etimologi pgak dalam bahasa Arab disebut dengan
istilah dharibah yang artinya : mewajibkan, menetapkan, menentukan,
memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.* Menurut
Y usuf Qardawi pajak diambil dari kata dharabah, yang artinya utang,
pagak tanah atau upeti dan sebagainya, yaitu sesuatu yang mesti
dibayar, sesuatu yang menjadi beban.*

Secara bahasa maupun tradisi dharibah dalam penggunaannya
mempunyai banyak arti, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa
dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk
selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya dapat dikategorikan
dharibah.*® Maka munculah ulama yang mendefinisikan tentang pajak
yaitu seperti:

Yusuf Qardhawi berpendapat: “pajak adalah kewajiban
kewagjiban yang ditetapkan terhadap wajib pgak, yang harus
disetorkan kepada degara sesuai dengan ketentuan, tanpa
mendapat prestas kembali dari negara, dan hasilnya untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan
untuk merealisas sebagal tujuan ekonomi, sosia, politik, dan
tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.”

Sgjalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi, Abdul Qodim

Zalum juga berpendapat tentang pajak dari sisi iSlamnya yaitu:

8 Gusfahmi, Pajak Menurut Syari’ah, (Jakarta, Reja Grafindo, 2011), h.28.
“ Y usuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Pustaka Literatur Antarnusa, 1991), h.1001.
*® Gusfahmi, Pajak menurut syariah., 1bid.
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“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada
kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-
pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada
kondisi baitul mal tidek ada uang/harta.*®
Maka dapat diketahui bahwa pajak menurut Islam yaitu suatu
kewagjiban pengeluaran harta diwgibkan Allah SWT yang dikenakan
kepada wajib paak (warga negara) yang dibayar tunai untuk
membiayal berbagai kebutuhan negara dan mewujudkan tujuan
ekonomi, sosiad dan politik juga pembangunan negara itu sendiri.
istilah dharibah bila disebut non-1slam yaitu pgak (Tax) adalah harta
yang dipungut dari akyat untuk keperluan pengaturan negara. dari
pengertian tersebut adalah realitas dari dharibah, oleh karenanya
dharibah diartikan sebagal pajak (muslim). pembedaan istilah ini
sebagai kerancuan istilah yang dipakai dalam menyebut pagak.
sehingga untuk ketentuan nilai dan peraturan pgjak juga harus sesual
dengan peraturan negara atau daerah masing-masing.
Selain itu syarat-syarat yang wajib diperhatikan dalam pajak:
1) Benar-benar hartaitu dibutuhkan dan tak ada sumber lain
Syarat ini  menjelaskan hendaknya bener-benar negara
membutuhkan terhadap keuangan, dimana sumber lain tak dapat
diperoleh pemerintah untuk dapat menanggulangi segala urusan.

Para ulama Idam dan ahli fatwa menekankan agar

memperhatikan syarat ini sgauh mungkin. Sebagian ulama

6 |bid., h. 31.
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mensyaratkan bolehnya memungut pajak, bila baitul-mal benar-
benar kosong.*’

2) Pembagian beban pajak yang adil
Apabila benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber
lain untuk menutupi kebutuhan kecuali dengan pajak maka
keputusan itu bukan hanya boleh tapi wajib dengan syara’, beban
itu diberikan secara adil. Adil disini buken berrti samarata karena
menyemakan dua hal yang berbeda adalah dzalim. Tidak wajib
besarnya pemungutan itu sama untuk semua orang, tapi
didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan sosia, sehingga
mungkin besarnya pungutan itu tidak sama.*®

3) Pgjak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan
umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

Dalil-dalil yang membolehkan adanya kewajiban pajak di samping

zakat. seperti penjelasan dibawah:

1) Karenajaminan /solidaritas sosial merupakan satu kewajiban

2) Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu
banyak sekali. Tujuan pgjak bukan semata-mata tujuan keuangan
sgja, namun untuk membiayai segala keperluan negara.*

Membolehkan kewajiban pajak bagi suatu negara itu sangat penting
bagi kemguan negara tersebut dengan syarat pagak yang adil

sebagaimana dalam dalil, semua paak yang dipungut guna

7Y usuf Qardawi, Hukum Zakat., h. 1079.
8 |bid., h. 1081.
“bid., h. 1073.
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solidaritas sosial dan untuk membiayai negara bukan untuk pribadi,
yang mna semata-mata pembiayaan keperluan keuangan negara
tersebut.
2. Dasar hukum
1) Al-Qur’an

QS. At-Taubah (9): 29 dan Qs. An-Nisa’ (24): 59.

d)-‘} NE ﬁYU}ﬁU N5 AL Toses ¥ Tl ks
b ]

5l el 2 Go 51 {3 st N 4553 AT 255 G

o s 2 P P N R =0

PE) Tonpee pa) 2 f Al sl 5> (il
Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak
mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya
dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka,
sampal mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka
dalam Keadaan tunduk. (QS. At-Taubah (9): 29 )™

“ 2 4 <. £ 1
e 2NT Unls Usn i Tannboly T Ton bl 15200z 5ol E

A 2L =22 ey, @7 o2 dar o 7 Ao o
DG s &5 0) jw BT L 0933 o[ & 555 0
s 314) ‘)JO'UU 5 J"Y‘/‘)’J‘)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu
berlainan Pendapat tentang sesuatu, M aka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Y ang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An-Nisa’ (24): 59)*

* QS. At-Taubah (9): 29
*! Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya., h. 258.
2 Qs. An-Nisa’ (24): 59.
%% Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya., h. 147.
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Maksud dari ayat diatas, dalam suatu pemerintahan
siapapu yang tidak taat peraturan akan dikenakan denda (Jizyah)
dan apaila dalam memnentukan besara denada (pungutan) harus
dengan kesepakatan yang benar, bil atidak mendapat jalan keluar
makan kembali kepada Allah (alqur’an) dan Rosulnya. Seperti
halnya daam kehidupan modern ini paak dipungut karena
kebutuhan negara yang wajib dipenuhi dan dalam penentuan tarif
harus secara adil dan sesuai dengan Alqur’ah dan hadist.

2) Al-Hadist
Hadist Dari HR. Hazm (Maimun)
Artinya: “Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/ hak (untuk
dikeluarkan) selain zakat”.

Hadist diatas menegaskan bahwa dalam islam juga ada harta
yang harus dikeluarkan selain zakat demi kemaslahatan umat juga
negara seperti halnya pajak (dharibah)

3) Pendapat Ulama

a) Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj menyatakan bahwa * semua
khulafaurrasyidin, terutama umar, ai, umar bin abdul aziz
dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan
dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi
kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai
membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok
mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk
meningkatkan atau menurunkan pagak menurut kemampuan
rakyat yang terbebani.

b) Marghinani dalam kitabnya Al-Hidayah, berpendapat bahwa *
jika sumber-sumber daya negara tidak mencukupi, negara harus
menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan

umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewagjiban
mereka membayar ongkosnya.
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¢) Hasan a-bana dalam bukunya Mamuatur-Rasa’il, mengatakan “
melihat tujuan sosid dan distribusi pendapatan merata, maka
sistem perpgjakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-
sasaran Islam.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka pgak saat ini merupakan
kewgjiban warga negara, dengan aasan dana pemerintah tidak
mencukupi untuk membiayai berbagal pengeluaran, jika pengeluaran
itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan.

Bahayanya menghidari pgjak atau tidak membayar pgak maka akan
berakibat buruk untuk berbagai aspek yaitu:
a) Akan membahayakan kauangan negara dimana pendapatan
pajak akan berkurang
b) Kadang akan menyebabkan kenaikan tarif pgak yang ada atau
ditetapkanya kewajiban pajak baru memenuhi kekurangan
pajak karena banyak yang menunggak atau tidak membayar
c) Berbahaya bagi kepentingan masyarakat, dimana berkurangnya
keuangan negara yang menyebabkan terbengkalainya rencana
yang bermanfaat seperti pembangunan.®
Oleh sebab itu pajak merupakan kewajiban warga negara dalam
sebuah negara Islam, tetapi negara berkewgjiban pula untuk memenuhi
dua kondisi, pertama penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang
sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efesien untuk
merealisasikan tujuan-tujuan paak, kedua pemerintah harus

mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang

wajib membayarnya.>®

> |bid., h. 156-157.
% Yusuf Qardawi, Hukum Zakat., h. 1059.
% Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah., h. 160-161.



Dari berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa Ulama dan
ekonomi Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, dan
syarat tertentu yaitu harus adil, merata dan tidak membebani rakyat.
3. Karakteristik Pajak dalam Ekonomi Islam
Pajak diperbolehkan dalam islam bila memiliki karakteristik sebagi
berikut:

a. Pgak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun islam
yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena
berdasarkan a-quran dan hadist sehingga wajib untuk ditunaikan
terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan pgak berdasarkan
perintah ulil amri (pemerinta).

b. Kewagiban pgak bukan karena harta, melainkan karena adanya
kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak
mencukupi.

c. Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas
kaum muslim. Pengguna dana zakat telah ditentukan untuk delapan
asnaf (golongan), sehingga untuk kebutuhan ain seperti pembangunan
fasilitas umum, penanggulangan bencana, pertahanan negara, dan
lainya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.

d. Hanya orang kaya atau orang mampu yang dibebani kewajiban
tambahan’. Orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala
kebutuhan pokok.

e. Pemberlakuan pgjak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa
sgja dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali.>’

4. Pengertian Ekonomi Islam
Istilah Ekonomi Islam berasal dari dua kata yaitu ekonomi dan
Islam. Kata “Ekonomi” berasala dari bahasa Yunani yaitu oikos dan
nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos adalah aturan,
kaidah, atau penegelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi

dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara

" zahara Amalia Giananjar, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan

Bangunan Di Indonesia, (Skripsi Univ. Islam Bandung: 2014), Diunduh Pada 15 November 2016,
Pukul 14.48. pdf.
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pengelolaaan suatu rumah tangga®® Sedangkan kata “Islam” berasal dari
bahasa arab vyaitu “yaslamu” (menyelamatkan), Salam (menegakan
perdamaian), dan Salim (penyerahan diri ataupun tunduk).

Definis dari istilah Ekonomi Islam diartikan secara berbeda-beda
dari para Ahli ekonomi Islam. Menurut M. Akram Kan, “ llmu Ekonomi
Isam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagaan hidup
manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas
dasar kerjasama dan berpartisipasi.>® Menurut Muhammad Abdul Mannan,
“Illmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari
masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai
|slam.®°

Menurut M. Umer Chapra Ekonomi Isam adalah sebuah
pengetahuan yang membentu upaya realisas kebahagiaan
manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas
yang berbeda dalam koridor yang mengacu pada pengagjaran islam
tampa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro
ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan
linkungan”.®*

Definis Ekonomi Islam menurut Muhammad Nejatullah Ash-
Shidiqy adalah “respon pemikir muslaim terhadap tantangan ekonomi pada

masa tertentu. Dalam usaha keras ini dibantu oleh al-Qur’an dan sunnah,

aka (ljtihad) dan pengalaman.®® sedangkan definis Ekonomi Islam

% Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2008) Cet. 1. h. 4.

* Nurul Huda Et Al, Ekonomi Makro Isam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2009), h.1.

® Mustafa Edwin Nasution, Et Al, Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam, ( Jakarta
Kencana Prenada Group, 2012) , h.16.

® Jhid.,

% hbid.,h.17.
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menurut Kursyid Ahmad adalah “sebuah wusaha sistematis untuk
memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara
rasional dalam Persepektif Ekonomi Islam.”®
Ditinjau dari definisi-definisi diatas, Ekonomi Islam adalah suatu
ilmu pengetahuan yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan aspek ekonomi di dalam masyarakat yang diatur berdasarkan Al-
Quran dan As-Sunnah.
. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam
Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang
lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Singkatnya, Ekonomi Islam
adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada al-Qur’an dan Hadist yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat (al-
Falah)”. ®
Ketiga asas filsafat Ekonomi Islam melahirkan nilai-nilai dasar
yang menjadi sistem Ekonomi Islam, diantaranya sebagai berikut.
a Maslahat
Maslahat diartikan dengan mengabil manfaat dan menolak
kemadaratan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan,
faedah atau guna, hakiki kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan
dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material
dan spriritual, serta individu sosial. Aktivitas ekonomi dipandang

memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (hala)

8 Nurul Huda Et Al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis., h. 2.
® bid,. h. 3.
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dan manfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek
secara intergral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak
menimbulkan kemudharatan.®® Seperti contoh dalam perpajakan,
pajak boleh dipungut bila negara itu mebutuhkan dan masukan dari
rakyat didaya gunakan untuk kemaslahatan rakyat tersebut seperti
halnya perbaikan aksesjaan, dll.
b. Kepemilikan
Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber
ekonomi  tetapi manusia dituntut  kemampuanya  untuk
memanfaatkanya. Lama pemilikan atas suatu benda terbatas pada
lamanya manusia hidup di dunia. Dan sumber-sumber daya alam yang
menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak harus menjadi milik
umum atau negara untuk kepentingan orang banyak.®
c. Keseimbangan
Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya. Bukan sgja
keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, tetapi
juga keseimbangan antara perorangan dan kepentingan umum.
Disamping itu harus dipelihara antara hak dan kewajiban.®’
d. Keadilan
Keadilan telah dipandang oleh para fugoha sebaga isi pokok

magashid as-syari’ah, sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat

®Mursal, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi
Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesgjahteraan Berkeadilan, Volume 1 Nomor 1, Maret 2015,
ISSN. 2502-6976, Hal. 80
23 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Garfika, 2009), h. 5.
Ibid.,
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muslim yang tidak menegakkan keadilan di dalamnya. Islam tegas
sekali dalam menegakan keadilan dan menghapuskan semua bentuk
kezaliman yang merupakan misi utama para Rasul Allah.®® Daam
Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”.
Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak
boleh mengegjar keuntungan pribadi bila hal itu merugika orang lain
atau merusak aam.”® Pemerintah bertanggung jawab menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan
sosial antara yang kaya dan yang miskin.”

Ha yang paling subtansial dari pembangunan ekonomi Islam
adalah terkait tujuanya untuk mengimplementasikan niai-nilai keadilan
dan keseimbangan dalam aokas sumber daya potensid  bagi
masyarakat. Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang
memiliki peluang, kontrol dan manfaat dari alokasi pembangunan yang
berlangsung secara proporsional. Berkaitan dengan hal ini, Islam sangat
menjunjung tinggi kepemilikan individu atas sesuatu.”* Namun, karena
kepemilikan tersebut tidak dapat dilakukan semua individu maka dalam
Ekonomi Islam mengatur dengan nilai keadilan dan keseimbangan agar

tercapai tujuan Ekonomi Islam sebagai pembangunan umat dan negara.

% M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangn Ekonomi, Diterjemahkan Oelh Ikhwan Abidin
Basri, (Jakarta: Gemalnsani Press, 2000), h.211.

% Adiwarma A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.
35.

ibid., h. 43.

™ Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan
UKM di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 116.



BAB |11
METODOLOGI PENELITIAN
A. JenisDan Sifat Penélitian
1. Jenis Pendlitian
Jenis pendlitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan.
penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan
atau lokas penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk
menyelidiki gegjala-gejala objektif yang terjadi dilokas tersebut dan yang
dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian Iapangan ini
akan dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pgjak dan Retrubusi Daerah
(BPPRD) Kota Metro.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif.
Pengertian  deskriftif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang
berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab
dari suatu gejala tertentu.” Sedangkan kualitatif merupakan prosedur
penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan
dari orang atau perilaku yang dapat diamati.>
Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kuaitatif dalam

penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara

'Abdurrahman  Fathoni, Metodologi  Penelitian Dan  Teknik  Penyusunan
Skripsi,(Jakarta,Pt Rineka Cipta,2011),h.96

2 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skrips Dan Tesis Bisnis,(Jakarta,PT Raja
Grafindo Persada,2009), h.22

3Moh. Kasiram, Metode Penelitian  Kuantitatif-Kualitatif,(Y ogyakarta,Sukses
Offset,2010), h, 175
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sistematis dan akurat. Dalam penédlitian ini, peneliti berusaha memaparkan
atau menguraikan hasil wawancara dengan perbandingan pustaka yang
ada
B. Sumber Data
Sumber data yang peneliti gunakan ada dua yaitu:
1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat dari sumber
pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil
pengisian kuesioner yang biasa dilakuakan oleh pendliti.* Dalam hal ini
peneliti melakukan penelitian secara langsung di Kantor Badan
Pengelolaan Pgjak dan Retrubusi Daerah (BPPRD) Kota Metro. Dalam
penelitian ini, peneliti mengambil sampel data dengan menggunakan
teknik purposive sampling, yakni pengambilan sampel dengan tujuan
tertentu atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus
sehingga layak dijadikan sampel.°

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Astuti, S.IP
selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, 1bu Intan Ciciery Triana,
S.STP,. M.H selaku Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan, dan Bapak |
Nyoman Gede Yasa, S.E sdaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan
Penilaian, serta 3 orang wajib pajak Kota Metro yaitu 1 wajib pajak
dengan NJOP di atas 1 milyar dan 2 wajib pajak dengan NJOP dibawah 1

milyar.

* Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis., h.42
>Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya |Imiah,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2011), h. 155.
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2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia
sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkannya, data sekunder
dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia.
Sumber sekunder adalah sumber penunjang. Sumber data sekunder
merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil
penelitian, yang berwujud laporan, buku harian, majalah, koran, makalah,
internet, dan lain-lain.® Sumber data sekunder diperoleh barupa buku yang
berkaitan tentang perpgjakan dan dokumen atau arsip, mengena data
Pajak Bumi dan Bangunan dan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
C. Teknik Pengumpulan Data.
1. Wawancara/ Interview
Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan,
maka peneliti menggunakan metode wawancara. Metode interview atau
wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan
dan terwawancara (responden) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
yang digjukan.” Sedangkan, Penelitian ini menggunakan jenis wawancara

tidak tersetruktur adalah wawancara yang bebas yaitu peneliti tidak

® Moh. Kasiram, Ibid., h. 178.
7 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2014), h. 186.
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menggunakan pedoman wawancara yang telah terseusun secara sistematis
dan lengkap untuk pengumpulan datanya.®

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini,
maka peneliti mencari informasi kepada pihak-pihak yang berkompeten
yaitu Ibu Astuti, S.IP selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Ibu
Intan Ciciery Triana, S.STP,. M.H selaku Kepala Bidang Penetapan dan
Penagihan, dan Bapak | Nyoman Gede Yasa, S.E sdlaku Kepala Sub
Bidang Pendataan dan Penilaian, serta 3 orang wajib pgjak Kota Metro.
guna memperoleh informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
Kota Metro.
Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah
teknik pengumpulan data dengan mempelgjari catatan-catatan mengenal
data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog
dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya®
Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-
dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang di terapkan dalam

peraturan di daerah Kota Metro.

h. 208

8 Boedi Abdullah, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014),

* Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Pendlitian., h. 112.
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D. Teknik Analisis Data

Anadisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelgjari dan memutuskan apa
yang dapat diceritakan kepada orang lain.™

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa
keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk
menganalisanya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisa data
dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi,
klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara
deskriptif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta
khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisas yang mempunyai
sifat umum.™

Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat melihat Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini dapat diketahui setelah peneliti
mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari buku-buku dan juga

dokumen dokumen.

191 exy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif., h. 248.
-Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif., h, 176



BAB IV
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN DI KOTA METRO

A. Sgarah KotaMetro

Sgjarah Kota Metro bermula dari kolonisas pemerintah Hindia
Belanda. Metro berasal dari bahasa Belanda, ini didukung kuat dengan
sgarah dan berdirinya sebuah Landmark berupa menara yang dinamakan
Menara Meterm (Meterm Tower) yang berada di Taman Merdeka, Alun-Alun
Kota Metro. Pada zaman kemerdekaan nama Kota Metro tetap Metro.
Dengan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945
maka Metro Termasuk dalam bagian Kabupaten Lampung Tengah yang
dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati
yang pertama menjabat adalah Burhanuddin (1945-1948).

Segjarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah
induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Dibangunnya desa ini
dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang didatangkan oleh
perintah Hindia Belanda pada tahun 1934 dan 1935, serta untuk menampung
kolonis-kolonis yang akan didatangkan berikutnya. Pada zaman pelaksanaan
kolonisas selain Metro, juga terbentuk onder distrik yaitu Pekalongan,
Batanghari, Sekampung, dan Trimurjo. Kelima onder distrik ini mendapat
rencana pengairan teknis yang bersumber dari Way sekampung yang
pelaksanaannya dilaksanakan oleh para kolonisasi-kolonisasi yang sudah

bermukim di onder distrik yang biasa disebut bedeng-bedeng dimulai dari
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Bedeng 1 bertempat di Trimurjo dan Bedeng 67 di Sekampung, yang
kemudian nama bedeng tersebut diberi nama, contohnya Bedeng 21,
Y osodadii.

Pemeritahan Kota Metro dipimpin oleh seorang Walikota,
Dikarenakan keadaan dan status wilayah yang ada di Kota Metro. Saat ini,
jabatan Wali Kota Metro dijabat oleh Achmad Pairin dengan jabatan Wakil
Wali Kotadijabat oleh Djohan Pahlawan.

Tabel 0.2 Nama walikota dan wakil walikota pertama sampai sekarang:

Walikota Mulai Akhir Wak. Walikota
Jabatan | Jabatan
Drs. Mozes Herman 2000 2005 H. Lukman Hakim, SH.,
M.M.

H. Lukman Hakim, S.H., | 2005 2010 Djohan Pahlawan
M.M.

H. Lukman Hakim, S.H., | 2010 2015 Saleh Chandra
M.M.

H. Ahmad Pairin S.Sos | 2016 Berjaan | Djohan Pahlawan

Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan

Kecamatan di Kota Metro, wilayah administras pemerintahan Kota Metro
dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.

1. Kecamatan Metro Barat: 11,28 km? dengan 4 kelurahan yaitu Kelurahan

Mulyojati, Kelurahan Mulyosari, Kelurahan Ganjar Asri, Kelurahan

Ganjar Agung
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2. Kecamatan Metro Pusat: 11,71 km? dengan 5 Kelurahan yaitu Kelurahan
Metro, Kelurahan Imopuro, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kelurahan
Hadimulyo Barat, Kelurahan Y 0so. mulyo.

3. Kecamatan Metro Selatan: 14,33 km?2 dengan 4 Kelurahan yaitu Kelurahan
Sumbersari, Kelurahan Margorgo, Kelurahan Margodadi, Kelurahan
Rejomulyo

4. Kecamatan Metro Timur: 11,78 km? dengan 5 kelurahan Kelurahan
Iringmulyo, Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Yosorgo, Kelurahan
Teosari, Kelurahan Tejoagung

5. Kecamatan Metro Utara: 19,64 km? dengan 4 kelurahan yaitu Kelurahan
Banjar Sari, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Purwosari, Kelurahan

Purwoasri. !

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Metro

Mata pencaharian penduduk Kota Metro pada tahun 2005 bergerak

pada sektor pemerintahan (28,56%), sektor perdagangan (28,18), sektor

! http://id.m.wikipedia.org/wiki/kotametro. Di unduh pada pukul 16.13 tanggal 7 April
2017.
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pertanian (23,97%), transportasi dan komunikas (9,84%) serta konstruksi
(5,63%). Metro tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah penduduknya.
Penduduk kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah ini, seperti
Lampung Tengah dan Lampung Timur yang mencari nafkah dengan
berdagang dan menjual jasa. Karenaitu, di pagi, siang dan sore hari penduduk
metro lebih padat dibanding jumlah penduduk resminya.
Kota Metro memiliki 5 penompang pembangunan daerah yaitu:
1. Transportasi
Transportasi di Kota Metro didukung dengan jaringan jalan yang
baik, terminal dan sarana angkutan umum yang memadai. Total panjang
jalan di Kota Metro mencapai 434,36 km, onderlagh 156,444 km, sirtu
3,710 km, tanah 62,298 km dan paving blok 41,451 km. Untuk
mendukung pelayanan angkutan penumpang dan banrang, Kota Metro
memiliki 2 buah terminal yaitu terminal kota yang terletak di Metro pusat
dan terminal induk di Mulyojati, Metro Barat.?
2. Perbankan
Kemaguan perekonomian daerah berbanding sggar dengan
kemajuan lembaga perbankan. Disuatu sisi, perkembangan perekonomian
daerah akan menarik minat perbankan untuk membuka cabangnya, disis
lan keberadaan perbankan juga akan mempercepat kemajuan
perekonomian daerah. Kota Metro terdapat lembaga perbankan yaitu,

BNI/Syariah, BRI/Syariah, bank Mandiri/ Syariah Mandiri, bank

2 |bid.,
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Lampung, bank Danamon/ Syariah, BCA, BIl, bank Buana, bank Eka
Bumi Arta, bank Haga, dengan dilengkapi beberapa unit anjungan tunai
mandiri (ATM), BPRS Metro Madani, Lembaga Keuangan Non Bank,
Koprasi Jurai Siwo, BMT Fgar, BMT Al-lhsan, BMT Ta’awun, BMT
Azkiya dan masih banyak yang lainya.
. Perdagangan

Kota Metro memiliki prospek perdagangan yang cukup baik dan
kondis keamanan yang sangat kondusif. Letaknya yang cukup strategis
dan mudah dijangkau dari berbagai arah, sehingga tidak saja melayani
kebutuhan warga metro tetapi juga warga kabupatan Lampung Tengah,
Lampung Timur, Lampung Selatan, serta daerah lainya. Perdagangan di
Kota Metro berpusat utama vyaitu Shoping Center, dan Pasar
Cendrawasih. Selain itu terdapat beberapa pasar yang tersebar di berbagai
wilayah Kota Metro dan mempunyai prospek yang cukup menjanjikan,
yaitu Pasar Kopindo, Pasar 16 C, Pasar Sumbersari Bantul, Pasar Ganjar
Agung, Pasar Pagi Purwosari, Pasar Ayam Hadi Mulyo, Pasar Tego
Agung, dan Pasar Swalayan yang terletak di berbagai tempat Alfarmart

dan Indomart.

. Pertanian

Kota Metro direncanakan sebagal pusat pengadaan benih padi
untuk wilayah Kota Metro dan sekitarnya. Sektor peternakan dan
perikanan juga cukup berkembang, diantaranya ternak sapi, kambing,

ayam, nitik, dan lainya. Berbagai jenis ikan yang dikembangkan yaitu
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ikan lele, patin, gurame, ikan mas, dan ikan nila. Satu ha yang cukup
membanggakan, Kota Metro ditetapkan sebagai sentral |ele untuk wilayah
Provinsi Lampung.
. Pendidikan

Kawasan pendidikan Kota Metro berpusat di daerah kampus, serta
terbesar disetiap penjuru wilayah. Saat ini terdapat 12 Perguruan Tinggi
dan 183 Sekolah mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga menengah
dan kejuruan serta berbagal sarana pendidikan non formal lainya. Kota
Metro memiliki gedung perpustakaan yang cukup representatif, letaknya
yang strategis memudahkan bagi pelgar dan masyarakat umum untuk
datang dan membaca di perpustakaan.®
. Kesehatan

Kota Metro memiliki fasilitas kesehatan yang terdiri dari 1 Rumah
Sakit Pemerintah, 3 Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Bersdlin,
Puskesmas Rawat Inap, Poliklinik, Balai Kesehatan, bahkan hampir
disetiap kelurahan memiliki pos kesehatan kelurahan (POSKESKEL).
Dengan pelayanan kesehatan yang baik didukung kesadaran masyarakat
dalam menjaga kesehatan diri dan lingkunganya, menjadikan dergjat
kesehatan masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan
keberhasilan Kota Metro meraih penghargaan sebagai kota sehat tahun

2006 dan 2007.

3 Ibid.,
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B. Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB
P2) di Kota Metro

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara guna memenuhi
keuangan negara. Ada duafungs penting dalam pajak yaitu:

1. Fungs menerima vyaitu sebaga sumberdana untuk membiayal
pengel uaran-pengel uaran.

2. Fungsi mengatur maksudnya digunakan untuk mengatur masyarakat baik
dibidang ekonomi, sosial maupun politik.

Seperti halnya pajak yang lainnya, pajak bumi dan bangunan adalah suatu

kontribusi bagi suatu daerah. Pgjak bumi dan banguna yang sekarang telah

dilimpahkan wewenang pemungutanya beralih ke kabupaten/ kota yaitu Pajak

Bumi dan Bangunna Perdesaan dan Perkotaan (selanjutnya disingkat PBB-

P2).

PBB P2 adalah salah satu pemasukan daerah yang sangat penting
untuk memenuhi keuangan daerah bagi suatu kabupaten/ kota. PBB P2 yang
peneliti teliti bertempat di Kota Metro maka pajak bumi dan bangunannya
mengacu pada PBB perkotaan. Menurut ibu Astuti, S.Ip pgak bumi dan
bangunan terlaksana sgjak tahun 2012 namun beroperasi secara optimal pada
tahun 2013.* PBB P2 ini sangat penting bagi Kota Metro sebab pajak ini yang
memiliki kontribusi tinggi guna mengatur kota baik dari segi ekonomi, sosial
dan politik. Di Kota Metro PBB P2 ini beroperasi dan dikelola oleh Badan

Pengelolaan Pgjak dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat BPPRD).

* Wawancara Dengan Karyawan BPPRD Kota Metro yaitu ibu Astuti, S.Ip selaku
Kasubag Umum dan Kepegawaian, padatanggal 23 mei 2017.



51

BPPRD adalah suatu badan yang mengelola pendapatan dan
pengeluaran untuk membangun dan membentuk kesgjahteraan kabupaten/
kotaa BPPRD menpunyai tugas membantu kepala daerah dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pagjak dan retribusi daerah. Dengan tugas pokok tersebut
dibidang pendapatan dan tugas pembantu dengan melakukan perencanaan,
pembinaan, dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah yang
meliputi: Pendataan, penetapan, penagihan, perencanaan dan pelaporan,
pengendalian dan penyuluhan, ketatausahaan/ kesekretariatan dan tugas-tugas
lain yang sesuai bidangnya. BPPRD ini beralamatkan di Kota Metro J. AH.
Nasution No. 05 Telp. (0725) 41001, Fax. (0725) 47423 metro.

Tabel 0.3 Daftar jumlah pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Metro sampai akhir April 2017

NAMA JUMLAH
Kepala badan 1
Ir. Arif Joko Arwoko
Sekretaris 1

Sri Amanto, Sh., M.H

Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan
Sugiartini, Bba
» Andisis: Dra Ida Sariatun, Lina Oktira 10
» Bendahara: Agni Hesti A., ItaN., Darwati
» Staff: Dian M., Darojatmiko, Hendry S. Hesti W.

Kasubbag Umum Dan K epegawaian
Astuti, S.IP
» Staff: Sadi, Nessy Manope, Ani Ruiyastuti

» Tenaga Kontrak: Sugeng R, Adi P. Ady Guna P. 8
Imam S.
Kabid Pendataan Dan Pendaftaran
. 1
Dra. Leny Herlina
Kabid Penetapan Dan Penagihan 1

Intan Ciciery Triana, S.STP., M.H




Kabid Pembukuan Dan Pengendalian
MirzaMarta Hidayat, SE. ME

Kasubbid Pendaftaran
Nasrotul Fauziah, Bsc
» Staff: Sari Puspita Dewi, Sugiarto
» Tenaga Kontrak: Yuliana, Anthonio, Riska A.,
M.Agilang

Kasubbid Perhitangan Dan Penetapan
Helmarita, S.Ip
» Staff: Siska Desiana, S.E

Kasubbid Pembinaan Dan Sosialisasi
Ferry Irawan Jayasinga, S.E., M.M
» Andisis: Aryanto Zoelina
» Staff: Agus Nadi

Kasubbid Pengembangan Dan Pendapatan
Marnok, S.E
» Andisis. Mardiah, S.E
» Staff: Yeti Widianingsih, S.E

Kasubbid Pendataan Dan Penilaian
I Nyoman Gede Yasa, S.E
» Staff: Ach Zahri, Sumarno
» TenagaKontrak: Tri Hastomo Ardi

Kaasubbid Pengolahan Data Dan Dokumentasi
Lindawati Ramlie, S.H
» Staff: Kusrini

Kasubbid Penagihan Dan Keberatan
Yunizar, S.Sos., M.M
» Staff: Surgji, Anasrullah, Syahrul, Ermawan ArisD.
» TenagaKontrak: Tedi A,. Andi I., Ari S.

Kasubbid Pembukuan Dan Pelaporan
Suprihana, S.H
» Andisis. Sujidti
» Staff: Destian Novi A., Yunida Sari

Kasubbid Pengendalian Dan Evaluas
Aryani Beti, S.Ip
» Staff: Rika Damayanti, Hesti Ratha Ningrum

Total pegawai yang ada di BPPRD Kota Metro adalah 60 orang.”

® Arsip Struktur Organisasi BPPRD Kota Metro.
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Gambar 2
Sektruktur Organisasi BPPRD Kota Metro
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Menurut Ibu Astuti, S.Ip bahwasanya kebijakan-kebijakan yang ada di
BPPRD Kota Metro selau berpedoman pada peratuan daerah Kota Metro,
jadi apapun kebijakan yang akan diambil oleh badan harus melalui ketentuan
peraturan daerah.® Pelaksanaan PBB P2 di Kota Metro dilaksanakan dengan

beberapa prosedur yang memiliki proses yang cukup lama. Menurut Bapak |

®Ibid,.




Nyoman Gede Y asa, S.E. Dasar hukum PBB P2 diatur dalam undang-undang
No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribus daerah (PDRD) pasd
77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010 sehingga PBB P2 di Kota Metro
yaitu menurut peraturan daerah Kota Metro Nomor 02 tahun 2012.”
Ada 3 proses yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PBB P2 yaitu:
1. Teknisdan Prosedur Pelaksanaan PBB P2 Di Kota Metro
a. Pendaftaran objek pajak oleh orang pribadi atau memperoleh manfaat
atas tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkan objek paaknya
tersebut ke instans yang berweanang. Menurut Bapak | Nyoman
Gede Yasa, S.E kriteria PBB P2 di Kota Metro yaitu dilihat dari objek
pajak bumi dan bangunan perkotaan yang masuk pada cakupan bumi
dan bangunan yang wajib di kenakan pajak.®
b. Penentuan Meliputi:
1) Dasar pengenaan pagak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Menurut Ibu Intan
Ciciery, M.H dasar pengenaan yang digunakan sebagai dasar PBB
P2 di Kota Metro yaitu NJOP karena NJOP sebagai tolak ukur
seberapa besar pajak yang akan di kenakan padawajib pajak.’
2) Besarnya nilai jula objek pajak (NJOP) ditetapkan setiap 3 (tiga)

tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap

7 Wawancara dengan karyawan BPPRD Kota Metro yaitu bapak | Nyoman Gede Y asa,
S.E selaku Kasubid Pendataan dan Penilaian, padatanggal 23 mei 2017.
8 .
[bid.
® Wawancara dengan karyawan BPPRD Kota Metro yaitu ibu Intan Ciciery Triana, M.H
selaku Kabid Penetapan dan Penagihan , Pada Tanggal 23 Me 2017



55

tahun sesuai dengan perkembnagan wilayahnya. penetapan NJOP
dilakukan oleh walikota.*®

Berdasarkan peraturan Walikota metro no. 39 th 2012
tetang penentuan klasifikas dan besarnya NJOP sebagal dasar
pengenaan pajak bumi dan bangunan pada BAB Il penilaian pajak
bumi dan bangunan pasal 2 nomor 3 tetang NJOP dapat diperoleh
dengan 3 cara pendekatan:

1. Pendekatan data pasar (market data approach) adalah
penilaian dengan cara membandingkan objek yang akan
dinilai dengan objek lain yang nilai jualnya sudah diketahui,
dengan memperhatikan faktor letak, kondisi fisik, waktu,
fasilitas, dan lingkungan.

2. Pendekatan biaya (cost approach) adalah penilaian dengan
cara memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
mrmbuat bangunan yang dinilai, dikurangi prnyusutan.

3. Pendekatan pendapatan (income approach) adalah penilaian
dengan cara  menghitung/memproyeksikan  seluruh
pendapatan dari objek pajak tersebut dikurangi dengan biaya
kekosongan dengan biaya operasi, selanjutnya dikapitalisasi
dengan suatu tingkat bunga pengembalian moda dan

keuntungan.™

'° Himpunan Peraturan Daerah K ota Metro, Tentang Pajak Daerah, Pasal 49, H. 15
! Himpunan Peraturan Walikota, Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, No. 39 Th 2012 BAB 1l Pasal 2 No. 3, Hal. 4
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Sedangkan penyusunan klasifikasi dan besarnya nialai jual
objek pajak dijelaskan pada BAB IV pasal 6 yaitu diterangkan
pada no. 1 yang berbunyi kepala dinas atas nama walikota
menyusun klasifikas dan besarnya NJOP atas permukaan bumi
dan/ banguanan seagaimana diatur dalam pasal |V ayat 1 yang
dirinci perkelurahan dan kecamatan di Kota Metro, degan rincian

sebagai berikut:

a. Kalasfikass dan besarnya NJOP atas bumi ditetapkan
berdasarkan kriteria blok, nama jalan, kode ZNT, kelas bumi
dan pengelompokan nilai jual bumi.

b. Kalasifikas dan besarnya NJOP atas banguanan ditetapkan
berdasarkan kriteria komponne jenis penggunaan bangunan,
luas, tipe, volume, lebar bentang, lantai, tinggi kolom.

c. Klasifikas dan besarnya NJOP atas bumi dan bangunan

dengan nilai individu.*?

Tabel 0.4 Contoh kalsifikasi NJOP bumi untuk objek pajak sektor

perdesaan dan perkotaan yaitu:

Klas | Pengelompokan nilai jual bumi (rp/ m? | NJOP bumi (rp/ m?

080 >73.000,00 s/d 91.000,00 82.000,00

Untuk lebih lengkapnya nilai dan klas NJOP bumi lihat di bagian

lampiran.

2 |bid., BAB IV Pasal 6, Hal. 5
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Tabel 0.5 Contoh kalsifikass NJOP bangunan untuk objek pajak

sektor perdesaan dan perkotaan yaitu:

Pengelompokan nilai2 )j ua bangunan (rp/ NJOP ban%unan (rp/
m m
033 >136.000,00 s/d 188.000,00 162.000,00

Klas

Untuk lebih lengkapnya nilai dan klas NJOP bangunan lihat di

bagian lampiran.

3) Besarnyatarif pgak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
ditetapkan:
a) NJOP lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,-
ditetapkan tarif sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen)
b) NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- ditetapkan tarif sebesar
0,1% (nol koma satu persen).*
Hasil wawancara dengan wajib pajak dengan tarif yang berbeda:
1) Wagjib pgjak di bawah 1 milyar yaitu:
a Wawancara dengan bapak Eka Wahyudi, jumlah tarif
paak yang dikenakan pada objek pagak miliknya adalah
0,1% dan sedikit mengalami kenaikan nilai pajak yang

harus dibayar.'*

Ibid,.Pasal 50, H. 15
4 Wawancara dengan wajib pajak yaitu bapak Eka Wahyudi selaku wajib pajak Kota
Metro dengan NJOP dibawah 1 milyar, padatangga 25 mei 2017
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b. Wawancara dengan bapak Poniran, bahwasanya sgjak tarif
pajak menjadi 0,1% nilai pajak terutang yang ditanggu ada
kanaikan namun hanya sedikit.*®

2) Waqjib pgjak di atas 1 milyar yaitu:

a. Dalam databapak CN (Inisial) bahwasanya nilai tarif yang
dikenakan pada dirinya adalah 0,15%, setelah tarif baru ini
jumlah pagak terutang yang harus dibayar semakin
berkurang/  sedikit berkurang bila dibandingkan
perhitungan lama. *°

4) Menurut Ibu Intan Ciciery, M.H cara perhitungan tarif pajak bumi
dan bangunan yaitu besaran pokok pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara
mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan paak setelah itu
dikurangi dengan NJOPTKP. Dengan rumus perhitungan yang
baru adal ah:

PBB-P2 = (NJOP-NJOPTKP) X Tarif

Berbeda perhitungan dengan yang lama:

PBB = (NJOP- NJOPTKP) X NJKP X Tarif *'

Aturan perhitungan lama NJOP sebagai dasar perhitungan pajak

dikalikan NJKP (nilai jual kena pajak), yang besarnya 20% untuk

> Wawancara dengan wajib pajak yaitu bapak Poniran selaku wajib pajak Kota Metro
dengan NJOP dibawah 1 milyar, padatanggal 26 mei 2017

18 Data bapak CN selaku wajib pajak kota Metro dengan NJOP diatas 1 milyar diperoleh
dari arsip kantor BPPRD kota Metro, padatanggal 23 mei 2017

Y Wawancara dengan karyawan BPPRD kota Metro yaitu ibu Intan Ciciery Triana, M.H
selaku Kabid Penetapan dan Penagihan , padatanggal 23 mei 2017
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NJOP dibawah Rp. 1 miliar dan 40% untuk sama dengan diatas
Rp. 1 miliar, serta untuk aturan yang baru tidak ada NJKP.
Sedangkan yang dipakai hanya NJOP yang besarnya adalah
keseluruhan atau 100%.

Perbedaan kedua perhitungan ini adalah faktor
pengurangan NJOPTKP dimana besarnya sebelum pengalihan
pengelolaan PBB-P2 oleh pemerintah daerah untuk Kota Metro
adalah Rp. 20.000.000,- sedangkan peraturan yang baru ditetapkan
Rp. 10.000.000,- . Berikut ilustrasi perhitungan besarnya PBB-P2
antara aturan lama (Pgjak Pusat) dan aturan baru (Pajak Daerah).

Tabel 0.6 Contoh perhitungan tarif PBB-P2 dengan NJOP
dibawah Rp. 1 miliar (Sumber : Diolah Peneliti)

Uraian Sebelum pelimpahan Setelah pelimpahan
NJOP 500.000.000 500.000.000
NJOPTKP (20.000.000) (10.000.000)
NJOPKP 480.000.000 490.000.000
NIKP 20% -
Tarif 0,5% 0,1%
PBB terutang 4380.000 490.000

Tabel 0.7 Contoh perhitungan tarif PBB-p2 dengan NJOP diatas

atau samadengan Rp. 1 miliar

Uraian Sebelum pelimpahan Setelah pelimpahan

NJOP 1.500.000.000 1.500.000.000
NJOPTKP (20.000.000) (10.000.000)
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NJOPKP 1.480.000.000 1.490.000.000
NJIKP 40%

Tarif 0,5% 0,15%
PBB terutang 2.960.000 2.235.000

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk
NJOP dibawah Rp. 1 miliar (dalam contoh Rp. 500.000.000,-)
tarif pgaknya yang semula Rp.480.000,- mengalami kenaikan
menjadi Rp. 490.000,-. Sedangkan untuk NJOP di atas Rp. 1
miliar (dalam contoh Rp. 1.500.000.000) tarif pajak yang semula
Rp. 2.960.000,- turun menjadi Rp. 2.235.000,-. Dapat dilihat
bahwa dengan Pemerintah Daerah Kota Metro menetapkan
kebijakan tarif sebesar 0,15% untuk objek pajak dengan nilai
diatas atau sama dengan Rp 1 miliar berkontribusi terhadap
penurunan penerimaan PBB-P2 secara signifikan.

5) Pendataan wajib paak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan. 6) Tatacara keberatan dan banding. 7)Pemberian
insentif pemungutan

2. Tata Cara Pemungutan PBB P2
Tata cara pemungutan PBB P2 di Kota Metro yaitu:
a. Proses pertama yaitu Pemda kabupaten/kota menghitung besaran PBB

P-2 yang nantinya akan tertuang dalam SPPT.

b. Proses kedua yaitu proses penetapan SPPT. Tentunya karena jumlah

objek paak yang dikelola sangat banyak, maka tidak mungkin



61

dikerjakan secara manua. Untuk itu perlu dikelola dengan
menggunakan sebuah system manajemen teknologi informasi. Menurut
Ibu Intan Ciciery, M.H. Teknologi informasi yang telah dipakai selama
ini disebut dengan system nangemen informasi objek pagak
(SISMIOP). Setelah selurun SPPT tercetak, tahap selanjutnya adalah
melakukan distribusi SPPT ke seluruh wajib pajak melaui channel
K ecamatan, Kelurahan dan RT/RW.*

c. Proses ketiga adalah mengadministrasikan pembayaran yang dilakukan
oleh wajib pgak. Sauran pembayaran PBB P-2 selama ini dapat
dilakukan melalui bank-bank tempat pembayaran yang ditunjuk atau
dapat pula melalui system jaringan ATM dan internet banking. Dalam
jangka waktu tersebut wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan
beberapa jenis pelayanan sehubungan dengan SPPT yang telah
diterbitkan. Pelayanan yang dimaksud dapat berupa keberatan atas
SPPT, pengurangan atas ketetapan karena ketidakmampuan bayar,
pembetulan data, pembetulan SPPT, mutasi SPPT, penerbitan baru dan
lain-lain. Apabila jatuh tempo 6 bulan setelah SPPT diterima
terlampaui dan wajib pajak belum melakukan pembayaran PBB P-2,
maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota adalah melakukan proses penagihan aktif (law

enforcement).*

18 Wawancara dengan karyawan BPPRD Kota Metro yaitu ibu Intan Ciciery Triana, M.H
selaku Kabid Penetapan dan Penagihan , padatanggal 23 mei 2017
19 | i
Ibid.
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C. Analisis Tinjauan Ekonomi Isam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan
di Kota Metro

Setelah peneliti menguraikan beberapa data, baik yang peneliti dapat
dari perpustakaan maupun dari lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan skripsi ini. Selanjutnya peneliti akan menguraikan penjelasan tentang
masalah pelaksanaan pagjak bumi dan bangunan yang ada di Kota Metro.
Pelaksanaan pajak bumi dan bangunan yang ada di Kota Metro yang menjadi
sorotan bagi pendliti adalah dalam perhitungan dan penentuan NJOP yang
ditetapkan, karena sgjak adanya pengalihan pgjak bumi dan bangunan dari
pusat ke kabupaten/kota, di Kota Metro mengalami penurunan pada NJOP
diatas/ sama dengan 1 milyar itu disebabkan karena daerah Kota Metro
menetapkan NJOP diatas’ sama dengan 1 milyar adalah 0,15% sehingga
jumlah pendapatan dari PBB P2 menjadi menurun.

Pengalihan PBB-P2 tentu sgja disambut dengan baik oleh kalangan
dunia usaha. Usahawan tentu menginginkan dekatnya pelayanan terhadap
mereka jika terjadi sengketa pgjak. Apaagi dengan diterbitkannya peraturan
daerah Kota Metro N0.02 tahun 2012 tentang pajak daerah yang menetapkan
bahwa kebijakan tarif sebesar 0,15% untuk objek pajak dengan nilai diatas/
sama denan Rp 1 miliar. Sedangkan pada umumnya kalangan usahawan yang
memiliki ruko maupun tanah/ bangunan memperoleh penghasilan lebih dari/
diatas Rp 1 miliar. Dengan nilai tarif pgak yang diberikan mereka dapat

menurunkan beban pajak yang harus ditanggung setiap tahunnya.
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Tentunya hal ini sebenarnya tidak sejalan dengan optimalisasi
penerimaan PBB-P2 yang diharapkan dari pengaihan PBB-P2 dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berdasarkan analisis pendliti
seharusnya tarif yang ditetapkan untuk objek pajak dengan nilai diatas Rp 1
miliar paling rendah sebesar 0,20% agar penerimaan PBB-P2 dapat nak
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 0.8 Contoh perhitungan tarif PBB-P2 dengan NJOP diatas atau
sama dengan Rp 1 miliar dengan tarif 0,20%

. Sebelum Setelah
Uraian pelimpahan pelimpahan
NJOP 1.500.000.000 1.500.000.000
NJOPTKP (20.000.000) (10.000.000)
NJIKP 1.480.000.000 1.490.000.000
NJIPK 40%

Tarif 0,5% 0,20%
PBB 2.960.000 2.980.000
terutang

Sumber : Diolah Pendliti

Dengan kenaikan sebesar Rp.20.000,- atau rata-rata kenaikan 0,01%
tentu tidak memberatkan untuk masyarakat maupun pelaku usaha. Dan hal ini
dapat menimbulkan rasa keadilan pada masyarakat sesuai dengan prinsip dan
nilai-nilai dasar pgjak yaitu keadilan dan keseimbangan, prinsip kemaslatan
juga akan terwujud bila penetapan peratura sesuai dengan tujuan PBB P2.
Menurut uraian diatas PBB P2 di Kota Metro sudah bisa dikatakan baik
dalam penetapan tarif yang nilainya dibawah 1 milyar, namun tarif yang
nilainya diatas 1 milyar belum dikatakan bak karena menimbulkan

penurunan penerimaan yang signifikan.



BABV

PENUTUP

A. Kesmpulan
Berdasarkan hasil penditian yang telah dikemukakan pada
pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya
peralihan kewenangan pemungutan pgak bumi dan bangunan dari Pusat ke
Kabupaten/ Kota yaitu PBB P2, di Kota Metro dalam penetapan tarif 0,1 %
untuk di bawah 1 milyar sudah sesuai dengan tujuan peralihan pajak. Namun
dalam penetapan tarif sebesar 0,15% untuk diatas atau sama dengan 1 milyar
masih belum tepat bila dilihat dari pinsip keadilan, keseimbangan dan
kemaslahatan dalam Ekonomi Islam karena dengan penetapan tarif ini dapat
menimbulkan penurunan penerimaan secara signifikan. Seharusnya dengan
adanya peralihan ini penerimaan menjadi 100% bagi kabupaten/kota.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka masukan yang dapat peneliti
berikan yaitu
1. Kepada Pemerintah Kota Metro seharusnya membuat Peraturan Daerah
yang lebih menyentuh rasa keadilan semua |apisan masyarakat, terutama
pada penentuan tarif pajak PBB P2 di Kota Metro jangan sampai terlalu
rendah bagi wajib pgjak yang memiliki kemampuan lebih.
2. Kepada BPPRD harus lebih teliti dan nyaman dalam administras

pemungutan pajak dari objek dan wajib pajak.
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Nomor
Lampiran
Perihal

s 50L06/-5Y/PP.OD.S/OGIZ016 Metro, 29 April 2016

: Pemmbimbing Skripsi

Kepada Yth:
I. [r. Hj. Tohibatussaadah, M. Ag
2. Wahyu Setiawan, M. Ag
di—
Metro

Assalamu alaikum wrowb,

Untuk membantu mahasiswa dalam  penyusunan Proposal dan Skripsi, maka
Bapak/Thu tersebut diatas, ditonjuk masing-masing sebagai Pembimbing 1 dan 11 skripsi
mahasiswa :

Nama o 5ri Wahwuni

NPM © 13104484

Jurusan  :  Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi . Ekonomi Syariah {(ESy)

Judul . Tinjauan Ekonomi lslam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan [h
Indonesia

Dengan ketentuan
1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sgjak penyusunan proposal sampai selesai
skripsi:
a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi
Skripsi setelah pembimbing 11 mengoreksi.
b Pembimbing I, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan
mengorekst Skripsi, sehelum ke Pembimbing 1
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester scjak SK bimbingan
dikeluarkan,
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan
oleh STADN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Panyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
& Pendahuluan =+ 2/6 bagian.
b Isi + 3/6 bagian.
¢ Penutup =+ 1/G bagian.
Demikian disampaikan untuk dimaklomi dan atas kesediaan Saudara diucapkan
terima kasih.
Winssalamu ‘alaikum wreowh,




TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KOTA METRO

OUTLINE
Halaman Sampul Depan
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Halaman Nota Dinas
Halaman Pengesahan
Halaman Abstrak
Halaman Orisinalitas Penelitian
Halaman Motto
Halaman Persembahan
Halaman Kata Pengantar
Daftar 1si
Daftar Tabel
Dattar Gambar
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
A, Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
l. Tujuan Penelitian
2. Manfaal Penelitian
D. Penelitian Relevan
BAB Il LANDASAN TEORI
A. Pajak Bumi dan Bangunan
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
2, Kriteria Pajak
3. Subjek dan Objek Pajak
4. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan



5. Tarif Pajak
6. Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan PBB
B. Pajak Dalam Pandangan Ekonomi Islam
1. Pengertian Pajak dalamEkonomi Islam
2. Dasar Hukum
3. Karakteristik Pajak dalam Ekonomi [slam
4. Pengertian Ekonomi Islam
5. Prinsip- prinsip dasar Ekonomi Islam
BAB 11l METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian
B. Sumber Dala
1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
2. Dokumentasi
D, Teknik Analisis Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A, Sejarah Kota Metro
B. Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB 12)
di Kota Metro
C. Tinjenan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota

Meiro
BAB VYV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Metro, Februari 2017
Pembimbing I Pembimbing 11

Mahasiswa Ybs,

Sri Wahyuni
NPM. 13104484



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN DI KOTA METRO

A. Wawancara Dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Sejak kapan PBB P2 ini terlaksana di kota metro?
2. Apa kebijakan-kebijakan yang diterapkan tentang PBEB F2 di kota metro?
3. Bagaiman pengaplikasian PBB P2 vang ada di BPPRD kota metro?
B. Wawancara Dengan Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan
1. Bagaimana mekanisme dan cara pembayaran pajak bumi dan bangunan
perkotaan kota metro?

Rerapakah tarif PBB P2 di kota metro?
3. Apa dasar pengenaan PBB P2 di kota metro?

4. Bagaimana cara perhitungan PBB I'2 di koa metro?
C. Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
1. Apa kriteria PBB P2 di kota metro?
2. Apa dasar hukum PBB P2 di kota metro?
D. Wawancara Kepada Wajib Pajak Kota Metro
1. Berapa besar tarif pajak yang dikenakan pada anda?
2. Apa yang dirasakan dengan tarif pajak vang baru sekarang im?
E. Dokumentasi
1. Data wajib pajak sejak tahun berjalan

2. PERPU PBB P2 kota metro



Metro, April 2017
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Sri Wahvyuni
NPM. 13104484

Pembimbing 1 Pembimbing I1
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: 5ti.06/ -5/ PP.00,9/004,/2017 Metro, 04 Januari 2017

! Izin Pra Survey

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro
di -
Tempat

Assalannt alaikim Wre Wh,

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

MNama i 5ri Wahyuni

NPM 1 13104484

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)

Judul . Tinjauan Ekoncmi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan

Bangunan Di Kota Metro (Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada
mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka
penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud,

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan
Saudara diucapkan terima kasih,

IVassalamu “a!:z&kug;g W v,
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METROD Weelizite waw tnetrounivacd; cansl ianmelreg@meliouniv acidl

SURAT TUGAS

Nomor: B-2604/In.28/R/TL.01/05/2017

Reklor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : SRIWAHYUNI
NPM D 13104484
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan . Ekonomi Syari ah
Untuk * 1. Mengadakan observasi/survey di BPPRD KOTA METRO, guna

mengumpulkan data {bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan
Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Ol KOTA METRO™.

2. Waktu yang diberkan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas iri sampai
dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerahfinstansi tersebut di atas dan masyarakal selempat

mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Mei 2017

Mengetahui,
Pejabat : Hang Akademik,
/<
b s
ol
P -thﬂﬂ‘ran Yedud e B \F



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

dEian w1 Haar Dewantar Kampus Y58 Inngmulye Melrs Tmor Kota Metra Lampung 34111

N KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IH

fergpon (U723 41507, Faksnmk (0725, 47256
METRO Websita wwwmeticunivac il eanait anmetrog@meataun v ac.id
Nomor : B-2605/In 28/R.1/TL.00/05/2017 Kepada Yth.,
Lampiran : - KEFALA BPPRD KOTA METRO
Perihal :IZIN RESEARCH di-
Tempat

Assalamu'‘alaikum Wr, Wh.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2604/In 28/R/TL.01/05/2017,
tanggal 18 Mei 2017 atas nama saudara.

Nama © SRI WAHYUNI
NFM - 13104484
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan . Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepaca saudara bahwa Mahasiswa tersebut di
alas akan mengadakan research/survey di BPPRD KOTA METRO, dalam
rangka meyelesaikan Tugas AkhirSkripsi mahasiswa yang bersangkutan
dengan judul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PAJAX BUMI DAN
BANGUNAN DI KOTA METRO",

Kami mengharapkan fasililas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

N
QM? INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IHI Jaian B Hafar Dewantara Kampus 15 A iingmidye Metro Timae Kota Metea Lampung 341#
ME RO Tmopon (U725)4 1507, Faksimil (1725) 47296 Websiv: weww oustika melrouni Ecid; s-mail pustaks lain@ metrouny se d

SURAT KETERANGAN BEEAS PUSTAKA
Normor : P-807/In.28/S/QT.01/07/2017

vang bertandatangan di bawah inl. Kepata Perpustakaan Institut Agams izlam

Negan (1AM Metro Lampung menerangkan bahwa

Mama CSRAWSHYUN|
NP 13104484
Fakultas ! Jurusan - Ekonomi dan Bisnis Isiam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Inetitut Agama lslam Negen (IAINY Metro Lampuri
Tahun Akaci=mik 2018 / 2017 dengan nomor anggota 13104484

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas daii
pigaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan datam

rangka penambahan koleks! buku-buky Perpustakaan Institut Agama Islam Megern (141N
femra | amping.

Fam lean Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

R0 i E’“ﬁ;m htartf Sudin, M. Pd. f%f
HH NP 19580831 1981031001

e | 1Y



; PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

J1.Imam Bomjol N&. 15 Talp. (0725) 41128
KOTA METRO

"NOMOR : 070/ Iy JLTD- ?uzmsﬁfznl?

MEMBACA : Surat dari STAIN Jurai Siwo Metro Nomor : Sti.06/1-SY/PP.00S/004/2017 tanggal 04
Januari 2017 Perihal izin Pra Survey
MENGINGAT : L. Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2011 Tentang Pedoman Penerbitan Relkomendasi Penelitian.
Z. Peraturan Daerah Momor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Crganisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro khususnya Kantor Kesatuan Bangsa dan
Folitik Kota Metro,

MEMPERHATIKAN { MAKSUD SURAT TERSEBUT.

DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA

Nama : SRI WAHYUNI

NPM 1 13104484

Pekerjaan/Jabatan ! Mahasiswa

Alarnat : JL Ki. Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro

Lokesi Penelitian »  Badan Pengeiola Fajak dan Retribusi Daerah Kota Metio

Jangka wakiu ¢ 1 ( satu ) bulan

Pengikut / Anggota -

Penanggung Jawab . Hetua Jurusan Syarian dan Ekonomi Isiam STAIN Jurai Siwo Metro
Tujuan ! Mengadakan Penelitian dengan Judul : * TINJAUAN EKONOM! ISLAM TERHADAP PAJAK

BUMT DAN BANGUNAN DI KOTA MFTRO ™

Catatan : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/
PPL agar melaporkan hasiinys secara tertulis kepadz Walikota Metro Cg. Kepala
Kantor Kesatuan Bangsa dan Poiitlk.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila
Lerfadl penyimpangan maka Izin dicabut.

lee!uarkan di : Metro

Igmhlmn_. disampaikan Kepada Yih, o, R :
Walikota Metro (sebagai laporan) e FEHBINA TINGKAT I
Kapolres Meto d MIP. 19600222 108803 1 005
Dandim 0411 Lampung Tengah di Metro
Inspekittr Kata Metro
Kepaka Sat Pol PP Kota Metro
Radan Pengelola Pajak dan Retribusi Dasrah Kota
Metro
7. Relua Jurusan Syarah dan Ekonomi Islam STALN
Torzad Sy et

PN B W
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RIWAYAT HIDUP

Sri Wahyuni dilahirkan di Mujirahayu pada tanggal
10 April 1995, anak kelima dari pasangan Bapak
Slamet dan Tbu Wasiati.

Pendidikan dasar penulis di tempuh di 5D

MNegeri | Mujirahayu dan selesai pada tahun 2001,

kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah
Jauharotul Mualimin Gayau Sakti dan selesai pada
tahun 2007.Sedangkan pendidikan Menengah Atas

pada Madrasah Aliyah Jauharotul Mualimin Gayau Sakti, dan selesai pada tahun
2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah
(Esy) Fakultaas Fkonomi dan Bisnis Islam dimulia pada semester 1 TA.
2013/2014. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi

kemahasiswaan IAIN Metro sebagai Anggota.
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